
CROSSCUTTING BPBD KESBANGPOL DENGAN OPD TERKAIT (BERDASARKAN RENSTRA 2024-2026) 

 

SASARAN 1: 

Meningkatnya manajemen 
penanggulangan bencana 

Dinas Kominfo: 

Pengelolaan informasi 
dan komunikasi 

bencana (Sistem 
peringatan dini, 

diseminasi informasi, 
pusat data 

kebencanaan 

Dinas Kesehatan: 
Penanganan dampak 
kesehatan (layanan 
medis darurat, pos 

kesehatan, surveilans 
pasca bencana) 

Dinas PUPR : 
Infrastruktur dan 

mitigasi fisik 
(Penguatan 
infrastruktur, 

rehabilitasi dan 
rekonstruksi) 

Dinas Perhubungan: 
Mobilisasi dan 
transportasi 

(Pengaturan jalur 
evakuasidan logistik) 

Satpol PP Damkar: 
Keamanan dan 
respon darurat 

(Pengamanan lokasi  
dan evakuasi) 

Dinas Sosial : 

Perlindungan Sosial 

(Pengelolaan 
Pengungsian dan 
Bantuan Sosial) 

Dinas Pendidikan : 
Edukasi 

Kebencanaan 

(Integrasi pendidikan 
kebencanaan di 

sekolah) 

Dinas Perkim LH : 

Tata ruang dan 
lingkungan 

(Pengendalia risiko 
bencana berbasis 

lingkungan) 

Bappeda : 

Perencanaan 
Pembangunan 

(Integrasi manajemen 
risiko bencana dalam 
perencanaan daerah) 



CROSSCUTTING BPBD KESBANGPOL DENGAN OPD TERKAIT (BERDASARKAN RENSTRA 2024-2026) 

 

SASARAN 2: 

Meningkatnya 
Penyelesaian potensi 

Konflik di Daerah 

Satpol PP Damkar: 

Penegakan 
ketertiban umum 

(Pengamanan 
penertiban, dan 
pengendalian 

konflik) 

Polres / TNI : 

Stablitas Keamanan 
(Koordinasi 

pengamanan dan 
penanganan konflik) 

Dinas Sosial : 

Penanganan 
dampak sosial 

(Mediasi sosial, 
perlindungan 

kelompok rentan) 

Dinas Kominfo : 
Informasi dan 

komunikasi publik 

(Pengelolaan 
informasi, counter 
hoaks, komunikasi 

publik) 

Dinas Pendidikan: 

Pendidikan karakter 
dan toleransi 

(Penguatan nilai 
kebangsaan dan 
moderasi sosial) Dinas Perkim LH : 

Tata ruang dan 
lingkungan 

(Pencegahan konflik 
lahan dan 

lingkungan) 

Dinas PUPR : 

Infrastruktur publik 

(pencegahan konflik 
akibat 

pembangunan) 

Bappeda : 

Perencanaan 
Pembangunan 

(Integrasi isu konflik 
dalam perencanaan 

daerah) 

Bagian Hukum 
Setdako: 

Regulasi dan 
Fasilitas hukum 

(Penyusunan 
regulasi dan 

fasilitasi 
penyelesaian 

konflik) 

Kecamatan dan 
Kelurahan: 

Deteksi dini konflik 

(Pemantauan 
potensi konflik di 

wilayah) 

Tokoh Masyarakat/ 
Ormas : 

Partisipasi sosial  

(Mediasi dan dialog 
sosial) 


